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ANONIM PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat

pertama,  dalam  sidang  Majelis  Hakim,  telah  menjatuhkan  putusan  dalam

perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  Umur  32 tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SD  (Tidak  Tamat),

Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  Tempat  Tinggal  Gampong

XXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, disebut

sebagai Penggugat; 

melawan

Tergugat,  Umur  33 tahun,  Agama Islam,  Pendidikan  SD,  Pekerjaan  Petani,

Tempat  Tinggal  Gampong  XXXXXX,  Kecamatan  Trumon  Timur,

Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Tergugat;

-  Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di

muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan

lisannya tanggal 4 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang

telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dengan Nomor

128/Pdt.G/2023/MS.Ttn  tanggal  4  Agustus  2023  dengan  dalil-dalil  gugatan

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trumon Timur, sebagaimana

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Anonim Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Ttn hal.1 dari 11 halaman
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rumah orang tua Penggugat di  Gampong XXXXXX,  Kecamatan Trumon

Timur,  Kabupaten  Aceh  Selatan  selama 9 Tahun dan  terakhir  tinggal

bersama masih di tempat yang sama;

3. Dari  hasil  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  kini sudah di

karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. XXXXX usia 8 tahun;

3.2. XXXXXX usia 4 tahun;

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (sembilan)  Tahun dan

setelah itu sejak Bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

5. Bahwa  adapun  penyebab  terjadi  perselisihan  antara  Penggugat  dan

Tergugat adalah:

5.1. Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;

5.2. Tergugat  sering  marah-marah  tanpa  sebab  kepada

Penggugat;

5.3. Tergugat  sering  mengucapkan  kata  kata  kasar  kepada

Penggugat;

6. Bahwa  puncak  permasalahan  terjadi  pada  Tanggal  17  Juni 2021

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa  akibatnya  sejak  terhitung  Bulan  Juni  2021  Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 2

Tahun, selama  kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak

pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat,  akan  tetapi

tidak berhasil kerena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  i’tikad  baik  lagi  untuk  menjalankan

kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
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kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dalam segi

ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor: XXXXX

yang  dikeluarkan  oleh  Keuchik  Gampong  XXXXXX, Kecamatan  Trumon

Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

Primer:

1.  Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.  Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)  

terhadap Penggugat (Penggugat);

3.  Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

(relaas)  128/Pdt.G/2023/MS.Ttn  tanggal  4  Aguatus  2023,  Nomor

128/Pdt.G/2023/MS.Ttn  tanggal  9  Agustus  2023  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengubah

identitas Tergugat sebenarnya bernama Kairul Asmadi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXXX Tanggal

16  Januari  2019  atas  nama  Penggugat  yang  dikeluarkan  oleh

Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan,  bermeterei  cukup  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda  (P.1);

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal XXXXX atas

nama  Tergugat  dan  Penggugat  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh

Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Trumor  Timur,  Kabupaten

Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

diberi tanda (P.2);

B. Saksi.

1. Saksi 1, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Swasta, Tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur,

Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi

adalah paman Penggugat;

- Bahwa saksi  tahu Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri

yang telah menikah sah pada tahun 2012;

- Bahwa  saksti  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak, yang Saksi kenal dengan semuanya;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Gampong

XXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  semula  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lebih 2 (dua) tahun

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2023/MS.Ttn
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Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  izin  dari

Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat telah pergi dari rumah sebanyak 3

(tiga)  kali  kepergian  yang  pertama  dan  kedua,  Tergugat  pulang

kembali  kepada  Penggugat  namun  kepergian  yang  ketiga  kalinya

Tergugat tidak pulang-pulang lagi sampai sekarang;

- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  setahu  Saksi  sejak  kepergian  Tergugat  tidak  ada  lagi

komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak

pernah memberi nafkah kepada penggugat;

2.  Saksi  2,  umur  29  tahun,  Agama Islam,  Pendidikan  SLTA, Pekerjaan

Petani,  Tempat  tinggal  di  Gampong  XXXXX,  Kecamatan  Tapaktuan,

Kabupaten  Aceh  Selatan,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi

adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi  tahu Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri

yang telah menikah sah pada tahun 2012;

- Bahwa  saksti  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak, yang Saksi kenal dengan semuanya;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Gampong

XXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  semula  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lebih 2 (dua) tahun

Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  izin  dari

Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat telah pergi dari rumah sebanyak 3

(tiga)  kali  kepergian  yang  pertama  dan  kedua,  Tergugat  pulang
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kembali  kepada  Penggugat  namun  kepergian  yang  ketiga  kalinya

Tergugat tidak pulang-pulang lagi sampai sekarang;

- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  setahu  Saksi  sejak  kepergian  Tergugat  tidak  ada  lagi

komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak

pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

107/Pdt.G/2023/MS.Ttn  tanggal  4  Agustus  2023,  Nomor

107/Pdt.G/2023/MS.Ttn  tanggal  9  Agustus  2023  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide  Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

        Menimbang,  bahwa yang menjadi  alasan perceraian dalam gugatan

Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan  karena  Tergugat tidak cukup memberikan
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nafkah kepada Penggugat,  Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang

jelas, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, akibat

pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

bulan Juni 2021 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti  surat  P.1 dan P2 dan 2 (dua)  orang saksi  yang bernama

Abdullah Yaman bin Banta dan Muhammad Sanusi bin Mak Husin;

Menimbang, bahwa bukti  P.1  (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg  juncto  Pasal  1870 KUH Perdata,  membuktikan bahwa Penggugat

bertempat  tinggal  di  wilayah  Kabupaten  Aceh  Selatan,  sehingga  menjadi

kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2 (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah) telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285  R.Bg  juncto  Pasal  1870  KUH  Perdata,  membuktikan  bahwa  antara

Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan

Pasal  171  dan  172  HIR/Pasal  308  dan  309  R.Bg.,  sehingga  membuktikan

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun

2021 sampai sekarang, Tergugat pergi meningglkan Penggugat tanpa alasan

yang jelas, tanpa izin dari Penggugat dan sejak pisah tempat tinggal sejak lebih
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2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

   Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta

hukum sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

 Bahwa Tergugat pergi meningglkan Penggugat tanpa alasan yang jelas

sejak lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang;

 Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas

dan  tanpa izin dari Penggugat;

 Bahwa  sejak  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  Tergugat  tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat

dan Tergugat;

 Bahwa  tidak  ada  komunikasi  yang  baik  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami

isteri  mestinya  tinggal  bersama  dalam  satu  rumah,  saling  menyayangi  dan

mencintai,  saling  membantu,  menghargai  dan  menghormati  satu  sama lain,

baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang,  bahwa  selain  daripada  itu,  untuk  membangun  rumah

tangga yang mulia itu,  bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban

isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk

secara  bersungguh-sungguh  membina,  memupuk,  menumbuh-suburkan  dan

memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang

terjadi,  agar  tidak  meruncing  dan  membesar  sehingga  memicu  timbulnya

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
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Menimbang,  bahwa  tanpa  mempersoalkan  pihak  mana  yang  salah,

terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken

marriage) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2021

hingga  sekarang  tanpa  memberikan  nafkah  untuk  Penggugat  dan  anak

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-istri dan atau salah

satu pihak (suami atau istri)  sudah tidak mencintai  pasangannya, tidak mau

tinggal serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai

suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak

ada manfaatnya,  bahkan  sebaliknya  akan  menimbulkan  mudarat  yang  lebih

besar bagi hubungan suami-istri tersebut daripada maslahatnya;

 Menimbang,  bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam

Pasal  1  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 telah  diubah  dengan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam sudah tidak dapat terwujud  sebagaimana diisyaratkan  dalam al-Qur’an

surat ar-Rum ayat 21:

ن   ۡأنَ ۦٓتِهِءٰاََيََ ۡوَمِن مِّ لِّتسَ ٗجٰوَۡأزَ ۡأنَفسُِكمُ ۡخَلقََلكَمُ إِليَ ٓكنُوُۡا ْ وَجَعَلَبيَ  ۡا مّودَةّ ۡهَا ۚمَةًۡورََح ٗنكَمُ

ذَ   فيِ َٓلكَِلأَ ٰإنِّ  ٢١يتَفََكرَُّونَ  مٖۡلِّقوَ ٖتٰي

Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha

Majelis Hakim tidak berhasil menasihati  Penggugat agar bersedia menunggu

kepulangan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga oleh karena

itu  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat sudah pecah (broken married) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah
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dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

namun karena Penggugat menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan

telah  mendapat  Izin  untuk  berperkara  secara  cuma-cuma  di  Pengadilan

sebagaimana  tertuang  dalam  Penetapan  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah

Tapaktuan  Nomor:  128/Pdt.G/2023/MS.Ttn,  tanggal  4  Agustus  2023,  maka

segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui

DIPA Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah

Syar’iyah Tapaktuan;
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Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari

Senin tanggal  21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar

1445  Hijriah  oleh  Hj.  Murniati,  S.H.,  sebagai  Ketua  Majelis, Yasin  Yusuf

Abdillah,  S.H.I.  M.H.  dan  Reni  Dian  Sari,  S.H.I. masing-masing  sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

dan  didampingi  oleh  Gunawan  Natrria,  Lc.  sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

                             Hj. Murniati, S.H.

Hakim Anggota 

                         Hakim 

Anggota

    D.T.O.                                  D.T.O.

  Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.            Reni Dian Sari, S.H.I

 

 Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattria, Lc.
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